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BAB IV 
TATA CARA PENILAIAN  

 
A. Tata Cara Penilaian 

1.   Untuk mendapatkan sertifikat GBP harus terlebih dahulu dilakukan 
penilaian kesesuaian terhadap dokumen dan penerapan GBP. 

2.   Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur 
Perbibitan dan Produksi Ternak/Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan 
Tim Penilai terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang. 

3.   Tim Penilai terdiri dari: 
a. Tim Penilai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

dan 
b. Tim Penilai Kabupaten/Kota. 

4. Tim Penilai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:  
a. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik; 
b. hasil penilaian Penerapan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik 

disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; 

c. menyiapkan konsep Sertifikat terhadap Produsen yang dinyatakan 
telah menerapkan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik; dan 

d. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan konsep sertifikat  
kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. 
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. 

5. Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten/ Kota, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut: 
a. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik; 
b. Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat melibatkan petugas dari 

Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala 
Perangkat Daerah Provinsi; 

c. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik; 
d. Hasil penilaian Penerapan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik 

disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; 
e. Menyiapkan konsep Sertifikat terhadap Produsen yang dinyatakan 

telah menerapkan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik; dan 
f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan konsep sertifikat  

kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 
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BAB V 
TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT  

 
A. Permohonan 

Pelaku usaha mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada:  
1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan 

usaha untuk tujuan ekspor.  
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan 

kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada 
di daerah kabupaten/kota.  
 

B. Pemeriksaan dan penilaian 
1. Tim Penilai Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kelengkapan 
dan kebenaran dokumen permohonan.  

2. Apabila dokumen permohonan belum lengkap dan benar, maka pemohon 
memperbaiki dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kalender. 

3. Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Tim Penilai 
melakukan penilaian terhadap unit usaha pembibitan yang diusulkan.      

4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus dilengkapi surat 
penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur 
Perbibitan dan Produksi Ternak  sesuai kewenangannya. Format-1. 

5. Penilaian kesesuaian terhadap GBP mengacu kelayakan penilaian yang 
telah ditetapkan sesuai masing-masing komoditas. 

6. Kriteria hasil Penilaian berupa: 
a. memenuhi kesesuaian; atau 
b. diperlukan perbaikan. 

7. Hasil penilaian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota atau Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak sesuai 
dengan kewenangannya, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 
pelaksanaan penilaian kesesuaian. 

8. Hasil penilaian dengan kriteria memenuhi kesesuaian dapat 
direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat GBP. 

9. Apabila hasil penilaian dengan kriteria diperlukan perbaikan, maka 
pelaku usaha dapat melakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) 
hari kalender sesuai dengan Format-2 dan apabila dalam jangka waktu 
tersebut dinyatakan tidak selesai oleh Tim Penilai, maka 
direkomendasikan tidak diterbitkan sertifikat GBP.  

10. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi 
dan Direktur Jenderal. 

11. Laporan hasil penilaian sesuai Format-3 disertai rekomendasi hasil 
penilaian yang memuat keterangan:  
a. diterbitkan sertifikat; atau 
b. tidak diterbitkan sertifikat. 

12. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, 
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur Jenderal sesuai 
dengan kewenangannya memberi jawaban secara tertulis kepada 
pemohon sesuai Format-4. 

13. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 
ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Direktur 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

14. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan 
Kepala Perangkat Daerah Provinsi. 
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15. Pemohon yang tidak diterbitkan sertifikat, dapat mengajukan 
permohonan kembali, mutatis mutandis mengikuti ketentuan pengajuan 
permohonan penilaian GBP. 

16. Sertifikat GBP dan/atau GHP (Good Hatchery Practices diperuntukan 
bagi unggas) diterbitkan jika perbaikan telah diselesaikan.  
 

C. Penerbitan Sertifikat GBP 
1. Sertifikat GBP diberikan kepada Produsen yang telah memenuhi 

kesesuaian dan menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (Good 
Breeding Practices) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

2. Hasil penilaian kesesuaian GBP diterbitkan dalam bentuk sertifikat. 
3. Sertifikat diterbitkan untuk setiap farm yang memenuhi persyaratan. 
4. Sertifikat GBP dengan ketentuan: 

a. ukuran kertas    : A4  
b. warna dasar          : putih 
c. orientasi kertas              : portrait 
d. tanda tangan dan stempel      : asli 
e. Sertifikat GBP dan GHP sesuai Format-5a dan Format-5b. 

5. Mencantumkan kode registrasi farm (farm registered premises) untuk 
setiap lokasi peternakan dan/atau setiap lokasi hatchery (untuk unggas). 

6. Kode registrasi bila Penerbit Sertifikat GBP adalah Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut: AAA-62-XX-YY-ZZ-
12345 
AAA  = kode komoditas 
62  = kode negara Indonesia 
XX   = kode provinsi 
YY   = kode kabupaten/kota 
ZZ  = kode kecamatan 
12345 = nomor urut lokasi peternakan dan/atau hatchery 

7. Kode registrasi bila Penerbit Sertifikat GBP adalah kabupaten/kota, 
sebagai berikut: AAA-XX-YY-ZZ-12345 
AAA  = kode komoditas 
XX   = kode provinsi 
YY   = kode kabupaten/kota 
ZZ  = kode kecamatan 
12345 = nomor urut lokasi peternakan dan/atau hatchery 

8. Kode komoditas sebagai berikut: 
a. SPO = sapi potong 
b. SPR = sapi perah 
c. KBG = kambing 
d. DMB = domba 
e. KRB = kerbau 
f. ITK = itik 
g. ARD = ayam ras pedaging 
h. ARP = ayam ras petelur 
i. ALK = ayam lokal 
j. BPY = burung puyuh 

9. Kode provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan mengacu pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan dibidang kode, data wilayah 
administrasi pemerintahan dan pulau. 

10. Masa berlaku Sertifikat GBP selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. 
11. Pengajuan permohonan penilaian yang telah habis masa berlakunya, 

mutatis mutandis mengikuti ketentuan pengajuan permohonan penilaian 
GBP, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku 
sertifikat berakhir. 
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 Format-5a 
 

CONTOH SERTIFIKAT GBP 
 

  
 
 
 

 
 

Kode register 
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Format-5b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




